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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembangunan desa di 
Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang hanya terfokus 
kepada pembangunan fisik saja. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pembangunan Desa harus dilakukan 
pembangunan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana orientasi 
pembangunan Desa Menurut PERMANDEGRI Nomor 114 Tahun 2014, 
bagaimana pelaksanaan Pembangunan Desa di Kampung Minas Timur 
Kecamatan Minas Kabupaten Siak berdasarkan PERMANDEGRI Nomor 114 
Tahun 2014 tentang pembangunan Desa di Kampung Minas Timur Kecamatan 
Minas Kabupaten Siak dan bagaimana pelaksanaan pembangunan Desa di 
Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam persefektif 
Fiqih Siyasah.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research}. 
Sumber data dalam  penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang 
kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriftif kualitatif. Sedangkan  
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuisuoner, 
dokumnetasi dan pustaka. 
Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan Desa 
di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak secara sistematika 
sudah sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014 tentang pembangunan Desa. Akan tetapi secara substansi 
pembangunan di Kampung ini masih jauh dari harapan dan cita-cita yang maju. 
Sedangkan dalam konteks Fiqih Siyasah  pembangunan memiliki prinsip dan 
tujuan yang pada intinya harus mementingkan kemaslahatan  dan meningkatkan 
kesejahteraan  dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 
 
Kata Kunci :  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahnya daerah Indonesia terdiri dari beberapa 
daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas 
beberapa daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang 
disebut desa. Dengan demikian, desa adalah satuan pemerintahan terendah 
dibawah pemerintah kabupaten/kota. 
Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, daerah harus mengatur sendiri urusan 
pemerintahan sesuai dengan asas otonomi, yaang diarahkan untuk 
mempercepat pembagunan di daerah demi terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan serta peran aktif 
masyarakat. Pemerintahan daerah terbagi kedalam Daerah beberapa 
pemerintahan baik Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota, dan yang terkecil Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang 
merupakan Pemerintahan terdepan dan menjadi dasar pemerintahan dalam 
Negara Kesatuan Indonesia. 
Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar 
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mencakup kewenangan dalam seluruhbidang pemerintahan, kecuali bidang 
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, 
agama serta kewenangan bidang lain.
1
 
Kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan 
perencanaan Nasional dan pengendalian Nasional secara makro, dana 
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga 
perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta 
teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi Nasional. otonomi 
daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk 
membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya.
2
 
Pemerintah desa adalah satuan pemerintahan terendah. Desa adalah 
desa dan desa adat atau yang disebut dendan nama lain, selanjutnya disebut 
desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan atau hak 




Pemerintahan desa memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak 
mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak 
menyelengarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan 
                                                 
1
 H.A Rosid, Akuntanbilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah, (Yogyakarta: 
Pustaka Raja, 2002), h. 266. 
 
2
 Naewoko dan Bagong Suyatno, Sosiologi Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana, 
2014), h. 160. 
 
3
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 
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sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam tugas 
tersebut, pemerintah desa bersama BPD dan juga perangkat desa dapat 
menyelengarakan urusan pembagunan dan kemasyarakatan melalui 
pemberdayaan, pemerintah desa mempuyai peran fasilitatif, edukasional, 
representasional, dan peran teknis untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
Pembangunan pada hakikatnya adalah bentuk usaha peningkatan 
kehidupan manusia ke arah yang lebih baik, baik berupa kesejahteraan, 
kenyamanan, ketentraman, serta untuk menjamin keberlangsungan hidup dan 
penghidupan di masa akan datang. Pembangunan bukan hanya sebagai usaha 
sebagai usaha untuk membangun suatu daerah semata, akan lebih kepada 
proses untuk mengoptimalkan masyarakat demi kesejahteraan pembangunan 
juga mempuyai makna subtansi, yakni makna etka, hukum, serta ajaran agama 
baik dalam tujuan yang diinginkan setiap orang maupun tujuan kolektif untuk 
pembangunan Nasional. Oleh karena itu bukan hanya semata tujuan dari 
pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Akan tetapi 
ajaran-ajaran atau nilai-nilai tersebut harus melekat dalam proses tahap 
pembangunan, makna pada gilirannya an mengakibatkan lahirnya tindakan 
yang bersifat dehumanistik, atau merusak kemanusiaan.
4
 
Oleh karena itu, disinilah pentingnya peran pemerintah baik dari 
tingkat yang paling atas hingga paling rendah pemerintahan desa untuk 
melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan umum. Dalam Undang-
                                                 
4
 Machsun Husain, Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta: 
Rajawali pers 1989),1 
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Undang Repunlik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 
79 Ayat(1) disebutkan bahwa:  
Pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara 
berjangka. Mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka 
waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pembagunan Desa (RKP) untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Di dalam 
PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa 




1. Bidang Peyelengaraan Pemerintahan Desa 
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
4. Bidang Peamberdayaan Masyarakat 
Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah 
pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang 
penyelengaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
6
  
                                                 
5




 Ibid, pasal 6 
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Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada 




1. Penyelengaraan pemerintahan desa  
2. Organisasi dan tata laksana pemerintah desa  
3. Keuangan desa  
4. Profil desa  
5. Informasi lain terkait dengan penyelengaraan pemerintahan desa dan 
pemberdayaan masyarakat. 
Kepemimpinan merupakan fundamental dalam kehidupan. Selain itu 
juga kepemimpinan atau pemimpin diidentikkan dengan proses mengarahkan 
dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan 
pekerjaan para anggota kelompok. Kepemimpinan merupakan sosok yang 
memberikan perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakatnya. Untuk 
itulah pemimpin diharuskan menjadi teladan moral bagi masyarakat.  
Tiga implikasi penting dari proses mengarahkan dan mempengaruhi 
dalam kepemimpinan adalah : Pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain 
baik itu bawahan maupun pengikut. Kedua, kepemimpinan melibatkan 
pendistribusian kekuasaan antara pemimpin  dan anggota kelompok secara 
seimbang, dan ketiga adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk 
                                                 
7
 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta: 




kekuasaan yang berbeda untuk mengikuti tingkah laku pengikutnya.
8
  Dengan 
tiga implikasi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan 
tanggung jawab besar dalam kehidupan bermasyarakat. 
Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya aktivitas menuntun, 
memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada 
Allah SWT dengan mengerjakan perbuatan atau bertingkah laku yang diridhai 
oleh Allah SWT.  
Seorang pemimpin harus menjaga hak-hak rakyat dan merealisasikan 
kemaslahatan serta kemakmuran di antara masyarakat secara keseluruhan 
tanpa terkecuali. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-
Baqarah (2) : 30 yang berbunyi : 
                           
                          
       
Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:“ 
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi.” Mereka berkata: “ Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 
padanya dan menumpahkan darah, padahal kami padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
engkau?” Allah berfirman:” Sesungguhnya Aku mengetahui apa 
yang tidak aku ketahui.”  
 
Fiqh siyasah juga membahas hubungan antara rakyat dan 
pemimpinnya dalam ruang lingkup nasional maupun internasional tertang 
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berbagai kebijkan. Kaidah fiqh mengenai fiqh siyasah yang dapat menjelaskan 
persoalan terkait kebijakan dapat dinyatakan sebagai berikut: 
ْصَلَحةِ 
َ
 َتَصرَُّف ْاِِلَماِم َعَلى الرَِّعيَِّة َمنُ ْوٌط ِِبْ مل
“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 
kemaslahatan” 
Kaidah fiqih di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam 
kebijakannya harus berorientasi untuk kemaslahatan, kesejahteraan, keamanan 
rakyat, dan tidak mengikuti keinginan dan kepentingan dirinya, keluarganya 
atau kelompoknya. 
Kepemimpinan Islam tecermin sebagaimana ajaran Islam dapat 
memberikan corak dan arah kepada pemimpin.
9
 Corak inilah yang membuat 
seorang pemimpin dalam menjalankan amanahnya mampu mengayomi dan 
melindungi martabat masyarakat.  
Di Kampung Minas Timur perencanaan pembangunan yang terdapat di 
dalam RPJM Desa RKP Desa hanya terfokus kepada penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang bersifat komsumtif. 
Sedangkan pembinaan dan pemberdayaan untuk masyarakat masih lemah. 
Pelaksanaan dari pada pembangunan desa di desa Minas Timur hanya 
terfokus kepada pembangunan fisik seperti jalan, sumur bor dan lainnya, 
sedangkan di dalam PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 pembangunan 
desa memliliki beberapa aspek yang harus dilakukan dalam hal pembangunan 
ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan. 
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Kemudian permasalahan selanjutnya kurang maksimalnya pembinaan 
kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Semua itu dapat 
dilihat dari agenda program yang dilakukan oleh pemerintahan desa 
sebagaimana yang tercantum di dalam RPJM Desa dan RKP Desa. 
Sehubungan dengan permasalahan sosial diatas maka punulis tertarik 
untuk meneliti masalah terkait dengan judul:  TINJAUAN FIQIH SIYASAH 
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 114 TAHUN  2014 TENTANG 
PEMBANGUNAN DESA (Study Kasus Di Kampung Minas Timur 
Kecamatan Minas Kabupaten Siak). 
 
B. Batasan Masalah 
Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, maka perlu 
dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan dituangkan dalam 
penelitian ini, yakni pelaksanaan pembangunan desa Kampung Minas Timur 
Kecamatan Minas Kabupaten Siak Tahun 2018-2019. 
 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 
masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Orientasi Pembangunan Desa Menurut PERMENDAGRI 
Nomor 114 Tahun 2014? 
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kampung Minas Timur 
Kecamatan Minas Kabupaten Siak Berdasarkan PERMENDAGRI No. 114 
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Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Kampung Minas Timur 
Kecamatan Minas Kabupaten Siak? 
3. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kampung Minas Timur 
Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam Persepektif Fiqih Siyasah? 
 
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan  Penelitian  
a. Untuk mengetahui Orientasi Pembangunan Desa Menurut 
PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 
b.  Untuk mengertahui Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Minas 
Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Berdasarkan 
PERMENDAGRI  No 114 Tentang Pembangunan Desa. 
c.  Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kampung 
Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam Persepektif 
Fiqih Siyasah.  
2. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: 
a. Bagi peneliti disamping untuk melengkapi persyaratan mendapat gelar 
sarjana SI di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau, juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk 
mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku kuliah 
dalam praktek yang terjadi di lapangan.  
b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 
aparatur Pemerintahan Desa Kampung Minas Timur Krcamatan Minas 
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Kabupaten Siak dalam mrnjalankan roda pemerintahan serta dilihat 
dari aspek fiqih siyasah. 
c. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penulis lainnya yang 
juga berminat dalam bidang yang sama. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini bersifat lapangan (field Research) yang berlokasi di 
Kampung Minas timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Pertimbangan 
penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena 
penulis sendiri tinggal di desa tersebut sehingga memudahkan dari segi 
pembiayaan dan waktu 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pemerintah  
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat Desa, dan yang menjadi 
Objek penelitian ini adalah Pelaksaan Pembangunan Desa Berdasarkan 
PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa.   
3. Sumber Data 
Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang 
digunakan, maka pada prinsipsnya penelitian ini mengunakan dua sumber 
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a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan tempat lokasi penelitian.
11
 Dalam hal ini peneliti memperoleh 
data dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan 
Masyarakat Kampung Minas Timur  Kecamatan Minas  Kabupaten 
Siak. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan 
menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap buku-buku, 
perundang-undangan dan sumber lain yang erat kaitannya dengan 
masalah yang diteliti.  
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 
atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untk dipelajari dan kemdian ditarik 
kesimpulannya.
12
 Populasi dalam  penelitian ini adalah Pemerintah 
Desa yaitu 1 Kepala Desa dan 1 Sekretaris Desa (Kerani), Badan 
Pemusyawaratan Desa yaitu 1 Ketua BPD dan 1 anggota BPD  serta 
warga masyarakat berjumlah 4.573 orang Kampung Minas Timur 
Kecamatan Minas Kabupaten Siak. 
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b. Sampel  
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari pupolasi.
13
 
Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suhaimi, jika subjeknya 
kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya 
lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Penelitian ini 
mengambil sampelnya sebanyak 45 orang; alasan penulis adalah 
karena 4573 orang tidak mungkin dijadikan sampel semuanya. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling 
yaitu peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang 
kebetulan ditemui.  
Sampel dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris 
Desa, 1 Ketua Badan Permusyawaratan Desa, 1 Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa dan 45 orang masyarakat Kampung Minas 
Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak. 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini meliputi: 
a. Wawancara, yaitu melakukan percakapan kepada narasumber untuk 
memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk 
memperoleh data-data yang ingin diteliti. 
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b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat 




c. Dokumentasi adalah Penelitian yang mengunakan barang-barang   
tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, jurnal, peraturan, 
dan dokumen seperti laporan Rencana Kerja Jangka Menengah 
(RPJM). 
d. Studi Pustaka, yaitu dengan memperbanyak sumber-sumber dari buku-
buku bacaan untuk menuntaskan masalah yang diteliti oleh penulis. 
6. Teknik Penulisan 
Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun 
dengan mengunakan sebagai berikut: 
a. Metode Deduktif, yaitu  mengambarkan dan menguraikan data-data 
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan 
kemudian di analisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat 
khusus. 
b. Metode Deskriptip, yang mengambarkan secara tepat dan benar 
masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian 
dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian 
ini, penulis akan memaparkan dalam sistematika sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 
  Memaparkan pendahuluanya yang terdiri dari latar Belakang, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penlitian dan sistematika Penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum 
tentang lokasi penelitian, priodesasi pembangunan, dan tinjaun 
siyasah dusturiyyah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di 
Kampung Minas Timur Kecamatan Minas  Kabupaten Siak. 
BAB II : TINJAUAN TEORITIS 
   Pada bab ini akan dijelaskan tentang Pembangunan Desa dan Fiqih 
Siyasah. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Merupakan bab inti yang membahas tentang Orientasi 
Pembangunan Desa Menurut PERMANDEGRI Nomor 114 Tahun 
2014, Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kampung Minas Timur 
Kecamatan Minas Kabupaten Siak Berdasarkan PERMANDEGRI 
Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Di Kampung 
Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dan Pelaksanaan 
Pembangunan Desa di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas 
Kabupaten Siak dalam Persefektif Siyasah.   
BAB V : Bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan  skripsi 




GAMBARAN UMUM KAMPUNG MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS 
KABUPATEN SIAK  
 
A. Sejarah Kampung Minas Timur Kecamatan Minas 
Kampumg Minas Timur merupakan suatu desa yang terletak di 
Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang sebelum diberlakukan otonomi 
daerah masuk kedalam Kabupaten Bengkalis. Setelah diberlakukan otonomi 
daerah, maka diadakan pemekaran Kabupaten Bengkalis yang mana Siak 
menjadi kabupaten baru dari pemekaran tersebut. Kabupaten Siak terdiri dari 
beberapa kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Minas yang 
mencakup Kampung Minas Timur, Minas Barat, Kandis, Sam-Sam, Belutu, 
Rantau Bertuah dan Mandi Angin.
15
 
Sehubungan dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, dengan 
memperhatikan aspirasi yang berkembang didalam masyarakat dipandang 
perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan 
dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
16
 
Berkaitan dengan hal tersebut dengan memperhatikan perkembangan 
jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya dan meningkatkan bebas tugas 
serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 
dan pelayanan kepada masyarakat di masing- masing Desa tersebut dipandang 
perlu membentuk kelurahan dengan memekarkan Kampung Minas Timur 
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menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 39 
tahun 2002 tentang pembentukan Kelurahan Minas Jaya, Kelurahan Simpang 
Belutu, Kelurahan Telaga Sam-sam, Kelurahan Kandis Kota,Kecamatan 
Minas dan kecamatan tualang dan pemekaran kecamatan Minas menjadi 
Kecamatan sungai Mandau pada tahun 2001 dan dimekarkan lagi menjadi 
Kecamatan Kandis sesuai Peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 41 tahun 
2002.Dengan demikian kampung Minas Timur yang sekarang adalah Desa 
induk dari pemekaran kelurahan Minas Jaya. 
Dengan Kampung Minas timur merupakan salah satu Desa dari 
Kecamatan Minas Kabupaten Siak di Provinsi Riau dengan luas wilayah 96 
KM
2
, dengan tomografi dataran berbukit. Iklim Kampung Minas Timur, 
sebagaimana kampung-kampung lain di Indonesia beriklim tropis yang 
mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. 
 
B. Visi dan Misi Kampung Minas Timur 
1. VISI :  
Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Dan Memajukan Tingkat 
Pendidikan Dan Pendapatan Serta Kesejahteraan Masyarakat, Serta 
Menjadikan Kampung Beserta Masyarakat Yang Sakinah. 
2. MISI : 
Memberikan Pelayan Yang Cepat, Tepat Dan Cermat Kepada Masyarakat 
a. Menciptakan Transparansi Pelayanan Administrasi Pemerintahan 
Kepada Masyarakat 
b. Meningkatkan Kinerja Aparatur Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab 
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c. Mewujudkan Pembangunan Kampung Yang Merata Dan Bertahap 
d. Menciptakan Masyarakat Yang Beriman Dan Bertaqwa Dengan 
Menanamkan Kejujuran Bermasyarakat 
 
C. Geografis Kampung Minas Timur 
Kampung minas timur berbatasan dengan : 
Sebelah Utara    Bebatasan dengan : Kampung Minas Barat 
Sebelah Selatan Bebatasan dengan : Kota Pekanbaru 
Sebelah Timur   Bebatasan dengan : Kecamatan Tualang  
Sebelah Barat    Bebatasan dengan : Kelurahan Minas Jaya 
 
Luas Wilayah Kampung Minas Timur  : 144 Km 
 - Pemukiman Penduduk    : 275   ha 
 - Perkebunan Sawit    : 13.800 ha 
 - Fasilitatas umum (Perkantoran)   : 12   ha 
 - Pemakaman     : 10    ha 
 - Pasar      : 1   ha 
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 - Sarana Jalan     : 50   ha 
 - Kas Kampung      : 10   ha 
 - Sarana Umum     : 10   ha 
Jarak Kampung Ke 
Ke Kecamatan 15 Km 
Ke Kabupaten / kota 70 Km 
Ke Provinsi 35 Km 
 
D. Pemerintahan Kampung Minas Timur 
Kampung Minas Timur Terdiri dari : 3 Dusun 8 RW 23 RT  
1. Dusun Lukut 
a. RW 1    Terdiri dari 4 RT 
b. RW II   Terdiri dari 4 RT 
c. RW III  Terdiri dari 2 RT  
d. RW IV  Terdiri dari 3 RT  
2. Dusun Ukai  
a. RW 1    Terdiri dari 3 RT 
b. RW II   Terdiri dari 3 RT  
c. RW III  Terdiri dari 2 RT 
3. Dusun Leko  
a. RW 1   Terdiri dari 3 RT  
 
E. Keadaan Sosial Kampung Minas Timur 
Penduduk Kampung Minas Timur didominasi oleh penduduk asli yang 
bersuku melayu dan pendatang yang bersuku Jawa, Minang, Batak, dan suku 
lainnya. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat 




















1 2.110 2.463 4.573 959 
Sumber data : Dokumentasi Kampung Minas Timur 
Kampung Minas Timur mempunyai jumlah penduduk 4.575 jiwa, 
yang terdiri dari laki-laki 2.110 jiwa, dan perempuan 2.463 jiwa dengan 
jumlah kepala keluarga sebanyak 959 KK. 
Pertumbuhan penduduk kampung Minas Timur terbilang lambat 




No Tingkat Pendidikan  Jumlah (Orang) 
1 Tidak Bersekolah/Pra Sekolah 1.060 
2 Sekolah Dasar/Madrasah 1.709 
3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 673 
4 Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah 
Menengah Kejurusan (SMK) 
975 
5 Pasca Sarja/Strata 1 (SI) 156 
 Jumlah 4.573 
 
Sumber daya manusia (SDM) dipengaruhi oleh tinggi atau tidaknya 
tingkat pendidikan, sehingga pihaknya terus mendorong perkembangan 
pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin baik pula 
kualitas sumber daya manusia, sehingga hal ini akan berimplikasi pada 
semakin majunya perkembangan bangsa dan negara. Pendidikan, formal 
maupun nonformal merupakan sarana untuk membentuk manusia yang 
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terampil dan produktif, sehingga hal itu akan dapat mempercepat peningkatan 
kesejahteraan rakyat. 
Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terus dilakukan baik 
oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Cara yang dilakukan 
diantaranya dengan mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia 
dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum, 
meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidikan 
Keadaan pendidikan masyarakat Kampung Minas Timur semakin 
membaik karena antusias dari pada orang tua yang menginginkan agar 
keadaan pendidikan anak mereka tidak sama dengan orang tuanya dimana 
mereka banyak yang tidak merasakan berada di bangku sekolah. Kemudian 
tuntutan perekonomian juga membuat orang tua semakin untuk 
menyekolahkan anak-anak mereka dimana untuk mendapatkan pekerjaan yang 
baik, minimal lulusan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). 
Tabel II.3 
Pekerjaan 
No Jenis Pekerjaan  Jumlah (Orang) 
1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 32 
2 Guru 56 
3 TKI - 
4 Pertanian 993 
5 Industri 8 
6 Perdagangan 95 
7 Jasa Lainnya 20 
8 Tidak Bekerja 512 
 Jumlah  1.716 
Sumber data: Dokumentasi RPJMDES,  
Kampung Minas Timur, sebagian besar penduduknya lebih cenderung 
bekerja pada sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat pada Tabel diatas, bahwa 
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993 orang angka yang tertinggi dibandingkan jenis pekerjaan pada sektor lain, 
kemudian diikuti dengan jumlah pengangguran yang tidak sedikit, yaitu 512 
orang. Pada hal yang demikian, maka penduduk Kampung Minas Timur perlu 
meningkatkan taraf pendidikan dan bila perlu pelatihan-pelatihan kerja. Baik 
pada sektor pertanian, industri, dan lain sebagainya. 
 
F. Kelembagaan yang ada di Kampung Minas Timur 
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) : 20 Orang Anggota 
2. PKK Kampung Minas Timur : 38 Orang Anggota 
3. Linmas / Hansip Kelurahan  :   6 Orang Anggota 
4. Karang Taruna : 25 Orang Anggota  
5. Bapekam  : 11 Orang Anggota  
1. Bidang Kemasyarakatan 
Budaya masyarakat Kampung Minas Timur masih menjunjung 
tinggi budaya gotong royong. Ini terbukti dengan adanya tingkat 
partisipasi masyarakat dalam hal gotong royong baik itu dalam bentuk 
fisik  (bangunan) maupun dalam bentuk dana swadaya. Pemikiran dan 
semangat yang besar, bahu membahu, hal ini timbul dan menjadi budaya 
dalam masyarakat. Sumbangan-sumbangan kecil seperti ini akan menjadi 
tonggak besar pada nantinya. Suatu kegiatan masyarakat tidak perlu 
menggerakkan sesuatu yang besar cukup melakukan yang terkecil  dan 
sederhana. Begitupun dengan masyarakat sosial, kuncinya menyusun 
tatanan masyarakat yang telah ada dan menjadi wadah yang bermartabat, 
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memberikan manfaat bagi antar sesama, membenahi yang kurang 
sempurna sehingga menjadi lebih tertata. 
Sebagai lembaga kemasyarakatan , LPM dan Bapekam sebagai 
media Komunikasi Informasi Sosialisasi antara pemerintahan Kampung 
dan masyarakat telah melaksanakan kegiatan – kegiatan  yang bersifat  ; 
a. Menggerakkan partisipasi gotong royong masyarakat, mengadakan 
kegiatan sosial dengan : 
1) Membuat pos ronda 
2) Membangun mesjid  
3) Membuat lapangan olahraga 
4) Melakukan kegiatan dalam peringatan hari besar Islam 
5) Pembangunan rumah ibadah , dll 
Disamping itu ikut menyelesaikan sengketa antar masyarakat, 
antara lain : 
1) Permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan lingkungan, 
seperti masalah pipa minyak Chevron  yang bocor dan 
mengganggu lahan perkebunan masyarakat.  
2) Permasalahan yang terjadi karena adanya sengketa tanah antara 
seseorang dengan pihak sempadan yang penyelesaiannya meminta 
bantuan ke Kepenghuluan  dan  Lembaga Masyarakat  dalam 
penyelesaian. 
b. Dalam hal peningkatan lingkungan : 
1) Melestarikan lingkungan 
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2) Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan  
3) Penyuluhan Narkoba  
4) Penyuluhan Reproduksi remaja 
5) Lomba Kader Posyandu  
6) Lomba Balita  
7) Lomba makanan sehat dan bergizi / Non Beras 
2. Bidang Pembangunan 
Dibidang Pembangunan Kampung Minas Timur  untuk tahun 
Anggaran 2018 Alokasi dana yang bersumber dari Dana Desa/APBN 
dialokasikan ke Pembangunan : 
a. Jalan Semenisasi  terlealisasi sepanjang  355 Meter 
b. Box Culvert sebanyak 5 Unit 
c. Pembangunan Tempat Pendidikan Al-Qur’an   1 unit 
d. Pembangunan Pos Ronda 
e. Pembangunan Drainase 
f. Pelebaran Dan Perbaikan jalan linkar Gudang sepanjang 2500 Meter 
3. Bidang Keamanan dan Ketertiban 
Di Bidang keamanan dan ketertiban Kampung Minas Timur telah 
dibentuk pengamanan Kampung seperti Kelompok Ronda Siskamling, 
dengan jumlah sarana berupa pos-pos jaga yang kegiatannya di koordinir 
langsung oleh Penghulu Kampung dan Babinkantibmas. Di Kampung 
Minas Timur terdapat 7 pos kamling dengan jadwal dan kegiatan ronda  
diatur oleh ketua pos masing – masing. Dengan cara setiap malam 
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dikenakan 4 orang masyarakat yang melaksanakan ronda dan apabila ada 
yang berhalangan hadir hendaknya melaporkan kepada ketua dengan 
mencari pengganti.   
Peranan Kepenghuluan terhadap pembangunan pos ronda sangat 
baik sekali dengan adanya swadaya masyarakat dengan cara gotong 
royong. 
Dengan  adanya kegiatan rutin tersebut tingkat keamanan dan 
ketertiban dalam wilayah Kampung Minas Timur dapat dikategorikan 
baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tingkat pelanggaran keamanan dan 
ketertiban yang hampir tidak ada atau nihil. 
4. Bidang Ekonomi Kemasyarakatan 
Kampung Minas Timur merupakan kawasan perkebunan kelapa 
sawit, dimana komoditi ini sebagai penghasil utama warga Kampung, 
disamping itu tidak sedikit jumlah warga yang mengusahakan pada sektor 
pertanian seperti petani palawija dan holtikultura, serta perdagangan Jasa 
dan lain-lainnya. 
Kelembagaan ekonomi yang ada di Kampung Minas Timur antara 
Lain : 
a. UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) yang merupakan 
usaha rumahan yang dijalankan oleh ibu-ibu  sebagai suatu kegiatan  
penambahan penghasilan keluarga. pada tahun 2014  terdapat 5 
kelompok UP2K dimana masing masing Kelompok dibantu dana 
usaha sebesar Rp.3.000.000,-  
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b. UED SP "Sukses Bersama" yang dimulai pada tahun 2011 sekarang 
telah menjadi BUMKam dengan modal Awal sebesar 
Rp.500.000.000,-  sampai Bulan Desember 2015 menjadi  ± 
Rp.3.340.000.000,-  hingga sekarang, dengan tunggakan NIHIL 
Adapun data pemanfaat dari UED – SP sebagai berikut : 
No Jenis Usaha Tahun 2018 Tahun 2019 
1 Pertanian  35 orang 49 orang 
2 Perdagangan  8 orang 7 orang 
3 Perkebunan  54 orang 60 orang 
 
Kelembagaan Ekonomi yang ada di Kampung Minas Timur   
No Kelembagaan 
Ekonomi 
Tahun 2018 Tahun 2019 
1 Pasar  1 Unit 1 Unit 
2 Toko/Kios 45 Unit 45 Unit 
3 Warung Makan  25 Unit 25 Unit 
4 UP2K 5 Klp 5 klp 
 
5. Bidang Sosial, Budaya dan Agama 
Dalam bidang sosial Kampung Minas Timur sering melaksanakan 
penyuluhan kesehatan dengan Puskesmas dan psutu serta Polindes yang 
ada diwilayah Kampung. Pelaksanaan kesehatan Ibu dan Anak dengan 
kegiatan posyandu yang dilaksanakan 1 kali  sebulan dengan jumlah tiga 
posyandu dan satu posyandu lansia. Untuk kegiatan remaja pelaksanaan 
sosialisasi tentang bahaya narkoba, HIV yang dilaksanakan di sekolah 
dengan mengikut sertakan  BABINKANTIBMAS, OKK, LPM, dan toko 
masyarakat. 
Dibidang agama kegiaatn ibu-ibu kampung Minas Timur 
membentuk kelompok kegiatan wirid, kesenian rebana, Majelis Ta’lim 
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serta mengadakan pelaksanaan kegiatan hari besar Islam seperti: tahun 
baru Hijriyah, memperingati Maulid Nabi, dan mengikuti lomba 
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kecamatan dengan mearih 
juara umum taun 2017. 
6. Adat Istiadat dan Tata Cara Pernikahan  
 Di kampung Minas Timur mayoritas penduduknya adalah melayu.  
Adapun yang menjadi adat istiadat dan tata cara perkawinannya adalah 
sebagai berikut: 
a. Prosesi sebelum Perkawinan 
Prosesi sebelum pelaksanaan perkawinan dilakukan 
melaluiempat tahapan, yaitu; 
1) Merisik (untuk menyelidiki tentang keberadaan seorang calon 
penganten baik yang bersifat jasmani (bentuk muka, rambut, kulit, 
mata, keturunan, keterampilan menekat, menyulam, memasak, budi 
bahasa dan lain-lain) dan yang bersifat rohani (kelakuannya, 
pengetahuan agamanya, sifat, watak, dan lain-lain. Dan biasanya 
dilakukan pada malam hari selepas maghrib). 
2) Meminang (Memberitahukan tanggal, hari dan jam kedatangan 
rombongan kepada pihak perempuan, Rombongan pihak laki-laki 
terdiri sanak keluarga, orang tua-tua, tetangga, dan seorang juru 
bicara atau pemantun, Berpakaian teluk belanga, kebaya labuh, 
berpenampilan rapi dan sopan).  
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3) Antar tanda (menyerahkan tanda kepada pihak perempuan sebagai 
bukti tanda pertunangan. Pelaksanaannya di rumah orang tua 
perempuan waktunya ditetukan berdasarkan kesepakatan kedua 
belah pihak). 
4) Antar belanja (menyerahkan uang belanja dari pihak laki-laki 
kepada pihak perempuan sebagai lambang gotong-royong dan 
kebersamaan untuk membantu pihak perempuan dalam 
melaksanakan perhelatan perkawinan kedua anak mereka). 
b. Prosesi Pelaksanaan Perkawinan 
Prosesi yang kedua adalah prosesi pelaksanaan perkawinan, 
tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut: 
1) Menegakan bangsal (untuk tempat menampung tamu undangan 
atau jemputan yang dilakukan oleh karib-kerabat, dan sanak 
saudara, secara bergotong royong). 
2) Menggantung-gantung (memasang atau menggantunggantung alat 
hiasan dan perhiasan gerai atau pelaminan serta menggantung tabir 
yang berwarna merah, kuning dan hijau). 
3) Berinai curi (melekatkan inai pada kuku tangan, kuku kaki, telapak 
tangan, telapak kaki pengantin yang dilakukan pada malam hari). 
4) Ijab kabul (Upacara ini adalah upacara agama dan adat yang 
dilaksanakan secara sakral di rumah pengantin perempuan). 




6) Berkhatam al-Qur’an (Upacara berkatham al-Qur’an dilaksanakan 
dirumah pengantin perempuan pada pagi hari sekitar jam 08.00-
10.00 wib pagi oleh pengantin perempuan dan biasanya juga 
diikuti oleh adik-adiknya). 
7) Hari langsung (Upacara hari langsung disebut juga dengan upacara 
bersanding dan dilaksanakan setelah shalat zuhur di rumah 
pengantin perempuan). 
7. Sarana dan Prasarana 
Kampung Minas Timur memiliki potensi yang hampir sama dalam 
hal ketersediaan sarana dan prasarana seperti desa lain pada umumnya. 
Akan tetapi, Kampung Minas Timur memiliki aksesbilitas yang cukup 
strategis karena letak desa yang berada atau sangat dekat dengan jalur 
perlintasan antar kota serta tidak begitu jauh dengan pusat kota Madya 
Riau, yakni Pekanbaru.
17
 Hal ni sesuai dengan hasil wawancara dan survei 
yang penuis lakukan, masyarakat desa pada umumnya menyatakan mereka 
merasakan kemudahan dalam aksebilitas di Kampung Minas Timur, 
Karena terletak dijalur antar-kota maka memudahkan masyarakat desa 
untuk mengakses sarana dan prasarana baik yang terdapat di Kampung 
Minas Timur itu sendiri ataupun sarana dan prasarana lain yang ada di 
Kecamatan Minas ataupun Kabupaten Siak. 
 
 
                                                 
17
 Selamat, (Kadus Desa Minas Timur), wawancara, tanggal 31-09-2017, jam 09.10 WIB. 
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Sarana dan prasarana desa dapat kita lihat sebagai berikut: 
a. Kantor Pemerintah Desa 
Kampung Minas Timur memiliki sebuah Pemerintahan Desa 
yang terletak di Jalan Minas Perawang. Memiliki Balai Desa dengan 
kondisi yang baik. Hal ini dapat dilihat karena Balai Desa ini telah 
dilengkapi dengan kursi yang cukup untuk melakukan rapat-rapat desa 
atau pertemuan tingkat desa seperti Rapat Mingguan. Selain itu Balai 
Desa ini juga telah dilengkapi dengan seperangkat sound system. 
Listrik dan Air bersih juga tersedia walaupun fasilitas telepon belum 
tersedia di Kantor Desa ini. 
Kantor Desa ini juga telah dilengkapi dengan satu buah mesin 
ketik, dua buah komputer, dan berbagai fasilitas standar kantor 
lainnya. Informasi mengenai perangkat desa, struktur organisasi, dan 
buku peta wilayah juga terdapat dalam Kantor Desa ini. 
b. Puskesmas dan Posyandu 
Di Kampung Minas Timur terdapat sebuah Puskesmas yang 
terletak di sebelah kantor Desa Minas Timur, walaupun puskesmas ini 
tidak dilengkapi dengan fasilitas yang sangat canggih, akan tetapi 
fasilitas yang ada dalam Puskesmas ini dirasa telah cukup, karena pada 
umumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kampung Minas 
Timur. 
c. Sarana dan Prasarana Pendidikan 
Sarana dan Prasarana pendidikan yang terdapat di Kampung 
Minas Timur terdiri dari 2 buah TK, 3 buah MI/TPA, 1 buah SD, 1 
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buah SMPN, 1 buah MTS, 1 buah SMK, sehingga pelajar yang ingin 
melanjutkan sekolah menengah atas tidak perlu jauh-jauh keluar desa 
karena sudah ada sekolah yang unggul yang mendidik manusia yang 
siap bekerja ketika selesai sekolah. 
d. Sarana air bersih 
Dalam hal Sumber Air bersih, sesuai dengan data yang 
didapatkan dari pendataan Profil Kampung Minas Timur, masyarakat 
desa mendapatkan air bersih dari mata air, sumur gali dan sumur bor, 
sumber air bersih tersebut dapat digolongkan secara umum dalam 
kondisi yang baik. Walaupun beberapa warga juga mengakui bahwa 
pada musim kemarau, ada kalanya air terkadang sulit didapatkan. 
e. Sarana Ibadah 
Kampung Minas Timur memiliki 5 Masjid dan 3 Mushola. 
Masjid dan mushola ini menjadi tempat dimana masyarakat Minas 
Timur  memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. 
1) Megajukan rancangan peraturan Desa. 
2) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan 
bersama BPD. 
3) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai 
APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 
4) Membina perekonomian Desa 
5) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 
6) Mewakili kuasanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 
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menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas lain sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
f. Sekretaris Daerah 
Sekretaris Desa memiliki tugas dan fungsi yakni: 
1) Membantu kepala desa dibidang administrasi umum dan keuangan 
dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah desa. 
2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa 
berhalangan, 
3) Melaksnaakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan 
sementara. 
4) Pengkoordinsian pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya 
Sekretraris desa membawahi langsug kepada sub urusan di 
samping berfungsi juga mengkoordinasikan tugas-tugas kepala 
urusan dan kepala dusun. Penekanan fungsi ganda sekretaris desa 
setara dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil. 
g. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang 
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Ketentuan yang 
pertama keanggotaannya bersifat menunjukkan yang kemudian 
dimusyawarahkan untuk persetujuan bersama. Sedangkan ketentuan 
yang kedua kenaggotannya merupakan hasil pemilihan oleh dan dari 
penduduk desa. Ketentuan pertama bernuansa kekeluargaan, dan yang 
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kedua bernuansa demokratis. Kedua-duanya sama-sama baik, akan 
tetapi yang terakhir lebih bermakna dalam kehidupan bernegara. 
h. Kaur Umum 
Kaur Umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas 
sekretaris desa dibidang: 
1) Mengelola administrasi umum pemerintah desa 
2) Memberikan pelayanan kepada masyrakat dibidang kegiatan surat 
menyurat. 
3) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang 
inventaris kantor. 
4) Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor. 
5) Mengumpulkan, menyusun, dan menyiapkan bahan rapat. 
6) Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu 
dinas dan kegiatan rumah tangga pemerintah desa. Melakukan 
tugas lain yang diberikan oleh sekretars desa. 
i. Kaur pemerintahan 
Kaur Pemerintahan mempunyai tugas membantu tugas-tugas 
sekretaris desa dibidang: 
1) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang 
pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan 
masyarakat. 
2) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan 




3) Melaksanakan administtrasi pelaksanaan pemilihan umum, 
pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, 
pemilihan kepala desa dan kegiatan sosial politik. 
4) Melaksanakan tugas dibanding pertanahan. 
5) Melakukan administrasi peraturan desa, peraturan kepala desa, dan 
keputusan kepala desa. 
6) Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh kepada desa. 
j. Kaur Pembangunan 
Kaur pembangunan mempunyai tugas membantu tugas-tugas 
sekretaris desa dibidang 
1) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang 
ekonomi dan pembangunan. 
2) Menghimpun data potensi didesanyaa serta menganalisa dan 
memelihara untuk dikembangkan. 
3) Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam 
pembangunan dan hasil pembanguan lainnya. 
4) Melakukan administrasi dan mempersipkan bahan untuk 
pembuatan daftar usulan rencana dan proyek, daftar usulan 
kegiatan, daftar isian proyek maupun daftar isian kegiatan. 
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 
8. Proses Perencanaan Pembangunan 
 Berdasarkan Pelaksanaan Pembangunan Kampung Minas Timur 
Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam  kurun waktu  5 (tahun) yaitu 
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Tahun 2019-2021 melaksanakan program dan kegiatan yang disusun, yang 
dijabarkan sebagai berikut : 
a. Prpgram Pemberdayaan Masyarakat, yang digunakan untuk 
penyelenggaraan kegiatan dan pemberian bantuan operasinsal kepada 
lembaga kemasyarakatan, antara lain : 
1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa meliputi : 
kelompok-kelompok PKKK ( PKK Dusun, RT dan  RW), 
Posyandu. 
2) Lembaga Kemasyarakatan /Organisasi Kepemudaan Desa (seperti : 
RT/RW, Karang Taruna dll). 
3) Kegiatan Muusrenbang Tingkat Desa. 
4) Kegiatan perlombaan pelaksanaan  program PKK 
5) Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. 
b. Program Pemberdayaan Lingkungan, meliputi kegiatan pembangunan, 
pengadaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana fisik desa, antara 
lain : 
1) Pembangunan dan Pemeliharaan jalan desa 
2) Pembangunan dan pemeliharaan jembatan umum 
3) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air bersih 
4) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana desa 
c. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, meliputi kegiatan 
bantuan untuk menunjang kegiatan pemberdayaan ekonomi yang 
antara lain di gunakan untuk kegiatan : 
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1) Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan atau Pasar 
Desa 
2) Peningkatan Usaha Ekonomi Desa (UED) Simpan Pinjam 
3) Kerjasama antar Desa maupun dengan pihak ketiga yang dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli desa 
4) Pengembangan lumbung desa  
Prioritas dan kegiatan  yang telah selesai  di laksanakan bidang 
pembangunan Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten 
Siak tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut : 
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa  
a) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staff 
Desa  
b) Tunjangan Kesehatan BPJS 
c) Operasinal Perkantoran  
d) Operasional BPD 
e) Operasional RT/RW 
f) Operasional LPM 
g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 
h) Hari Besar Nasional 
i) Hari Besar Keagamaan  
j) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes 
k) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 
APBDes  
l) Pertanggung  Jawaban APBDes  
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2) Bidang Pembangunan Desa 
a) Pembangunan Jalan Semensasi  
b) Pembangunan Gedung PKK 
c) Pembangunan Gedung LPTQ 
d) Pembangunan Polindes 
e) Pembangunan sekolah TK 
f) Pembangunan Gedung MDA 
g) Pembangunan Los Pasar 
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  
a) Honor Guru Ngaji  
b) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban  
c) Fasilitas Penyelenggaraan PKK Desa 
d) Pembinaan PKK  
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
a) Musrenbang Desa 










A. Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam 
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam 
Persefektif Fiqih Siyasah  
1. Profil Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
Pembangunan Desa di Indonesia secara keseluruhan masih lemah 
dari berbagai aspek pembangunan, baik aspek bantuan dan dukungan 
moril, politik, teknologi maupun pendanaan.
18
 Kegagalan berbagai 
program pembangunan perdesaan adalah disebabkan antara lain karena 
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan 
tidak melibatkan masyarakat secara partisipatif. Padahal partisipasi dari 
masyarakat sangatlah penting dalam menentukan perencanaan 
pembangunan Desa, namun sering kali terjadi adalah tidak melibatkan 
masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. Persoalan yang sangat 
bertentangan dalam prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif 
dan komunikatif. Desa yang sejatinya merupakan ujung tombak dari 
pembangunan nasional ternyata masih terdapat problem atau masalah 
sosial, ekonomi dan politik yang sejatinya harus dibenahi dengan sebuah 
konsep yang dapat menaungi dan memberikan perubahan yang baik 
terhadap pembangunan Desa.  
                                                 
18
 Wasistono Sadu dan Tahir Irawan, 2006. Prospek Pengembangan Desa, (Bandung: 





Penyusunan Peraturan Daerah di perlukan sebagai dasar 
penyelesaian masalah sehingga pemerintahan Desa memiliki landasan dan 
kepastian dalam penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah 
Desa dan bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan membimbing 
pemerintahan Desa. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan 
yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah :
19
  
a. Pertimbangan filosofis, bahwa Pemerintahan Kota perlu memberikan 
pedoman kepada desa dalam menyusun struktur organisasi dan tata 
kerja pemerintah desa yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah, 
sehingga dapat mengarahkan penyusunan struktur organisasi dan tata 
kerja pemerintah desa pada upaya berperan serta mewujudkan cita-cita 
kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia. 
b. Pertimbangan Sosiologis, yakni adanya kebutuhan untuk menyesuaikan 
Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata 
Kerja Pemerintahan Desa. 
c. Pertimbangan Yuridis, bahwa dalam rangka memberikan landasan dan 
kepastian hukum bagi pemerintah Desa dalam menyusun struktur 
organisasi dan tata kerja pemerintah Desa, perlu adanya pedoman 
penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa.  
 
                                                 
19
 http;//simdos.unud.ac.id  
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Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan menjadi 
perhatian serius bagi pemerintah. Butuh perencanaan pembangunan yang 
baik agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Desa. 
Untuk memberikan acuan dalam perencanaan pembangunan desa ke arah 
yang lebih baik, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-
undangan dikeluarkan pemerintah sebagai upaya percepatan pembangunan 
Desa diantaranya Undang-Undang No. 25/2004 tentang SPPN, 
Permandegri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai turunannya yakni PP 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan 
kemudian menetapkan Permandegri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman 
Pembangunan di Desa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 PP 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6/2014. 
Kesemua aturan tersebut, merupakn acuan atau pedoman yang harus 
digunakan dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa. Dengan 
memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat Desa setempat, diharapkan 
Desa yang sekarang ini semakin memberikan peranan penting dalam 
pembangunan Nasional. 
2. Konsep Pembangunan Menurut Peaturan Menteri dalam Negeri 
Nomor 114 Tahun 2014 
Pembangunan berasal dari kata "bangun", diberi awalan "pem" dan 
akhiran "an", guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun 
setidak-tidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam anti sadar atau 
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siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. 
Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau 
membina. Pembangunan meliputi pula segi anatomik (bentuk), fisiologik 
(kehidupan) dan behavioral (perilaku).
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Menurut Tjokroamidjojo pembangunan adalah "usaha perubahan 
ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap".
21
 
Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha 
pertumbuhan dan perubahan yang terencanayang dilakukan secara sadar 
oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalamrangka 
pembinaan bangsa (nation building).
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Sedangkan menurut Nugroho inti dari pembangunan pada dasarnya 
adalah pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa 
negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Kemiskinan 
mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. 
Oleh karena itu, tugas pembangunan adalah menanggunglangi kemiskinan. 
Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti pembangunan adalah 
menggerakan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak 
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Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 
pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. 
Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan 
nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia 
pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara 
berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. 
Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada 
pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat 
pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
Pembangunan Desa adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan 
Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi.  
Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa bagian kesatu umum 
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 Undang-undang  Nomor 6 tahun 2014 tentang  Desa 
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a. Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang 
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. 
b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
1) Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan 
2) Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa 
c. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala local sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, 
kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 
d. Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan 
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung 
sejak ditetapkan APB Desa. 
Kemudian Pasal 53 menjelaskan bahwa: 
(1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau 
program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota. 
(2)  Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah 
diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau 
program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. 
(3)  Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah 
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didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk 
mengurus. 
(4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah 
Desa yang diselenggarakan oleh BPD.  
(5)  Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program 
sector dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan 
keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, 
disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud. 
(6)  Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) kepada bupati/walikota melalui camat. 
Lebih lanjut lagi Pasal 54 menerangkan: 
(1)  Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau 
program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. 
(2)  Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur 
masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Tahapan persiapan diatur dalam Pasal 55 yang meliputi: 
(1) Penetapan pelaksana kegiatan; 
(2) Penyusunan rencana kerja; 
(3) Sosialisasi kegiatan; 
(4) Pembekalan pelaksana kegiatan; 
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(5) Penyiapan dokumen administrasi; 
(6) Pengadaan tenaga kerja; dan 
(7) Pengadaan bahan/material. 
Selanjutnya berkenaan dengan Penetapan Pelaksana Kegiatan 
diatur dalam  
Pasal 56 yang berbunyi: 
(1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang 
tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB 
Desa.  
(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala 
Desa. 
(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili 
keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat 
mengubah pelaksana kegiatan. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6
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(1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah  
kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi 
bidang penye lenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
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(2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), antara lain: 
(a) Penetapan dan penegasan batas Desa 
(b) Pendataan Desa 
(c) Penyusunan tata ruang Desa 
(d) Penyelenggaraan musyawarah Desa 
(e) Pengelolaan informasi Desa 
(f) Penyelenggaraan perencanaan Desa 
(g)  Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan 
Desa 
(h) Penyelenggaraan kerjasama antar Desa 
(i)  Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan 
(j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. 
(3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain: 
(a) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan 
lingkungan Desa antara lain: 
1. Tambatan perahu 
2. Jalan pemukiman 
3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian 
4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro  
5. Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan 




(b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana kesehatan antara lain: 
1. Air bersih berskala Desa 
2. Sanitasi lingkungan 
3.  Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan 
4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. 
(c) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
1. Taman bacaan masyarakat 
2.  Pendidikan anak usia dini 
3.  Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat 
4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan 
5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai 
kondisi Desa. 
(d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, 
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi 
antara lain : 
1. Pasar Desa 
2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa 
3. Penguatan permodalan BUM Desa 
4. Pembibitan tanaman pangan 
5. Penggilingan padi 
6. Lumbung Desa 
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7. Pembukaan lahan pertanian 
8. Pengelolaan usaha hutan Desa 
9. Kolam ikan dan pembenihan ikan 
10. Kapal penangkap ikan 
11. Cold storage (gudang pendingin) 
12. Tempat pelelangan ikan 
13. Tambak garam 
14. Kandang ternak 
15. Instalasi biogas 
16. Mesin pakan ternak 
17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. 
(e) Pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1. Penghijauan 
2. Pembuatan terasering 
3. Pemeliharaan hutan bakau 
4. Perlindungan mata air 
5. Pembersihan daerah aliran sungai 
6. Perlindungan terumbu karang; dan 
7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. 
(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: 
(a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan 
(b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
(c) Pembinaan kerukunan umat beragama 
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(d) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga 
(e) Pembinaan lembaga adat 
(f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan 
(g) Kegiatan lain sesuai kondisi Desa. 
(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: 
(a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan 
(b) Pelatihan teknologi tepat guna 
(c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat  
Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa 
(d) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: 
1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa 
2. Kelompok usaha ekonomi produktif 
3. Kelompok perempuan 
4. Kelompok tani 
5. Kelompok masyarakat miskin 
6. Kelompok nelayan 
7.  Kelompok pengrajin 
8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak 
9. Kelompok pemuda;dan 
10.Kelompok lain sesuai kondisi Desa. 
3. Pembangunan Menurut Fiqh Siyasah 
Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai 
yang melekat dalam Alqur’an dan sunnah. Kedua sumber tersebut 
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membuat kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya 
pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan 
pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level. 
Nabi Muhammad Saw Sebagai Rasulullah dan negarawan yang 
berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem 
pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan. 
 من كان يومو خريا من أمسو فهو رابح, و من كان يومو مثل أمسو فهو مغبون. 
 “barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia 
termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk 
dari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi”. 
Pembangunan bangsa (nation building) seperti yang telah 
dikemukakan di atas juga sudah dibicarakan didalam potongan Alqur’an 
dijelaskan surat Ar-Ra’d ayat 11: 
                              
                            
                 
Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 
sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 
sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S Ar-
Ra‟d: 11) 
 
Dan ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah 
maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum 
ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja 
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yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik 
lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apanila tidak ada 
usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.
27
 
Pembangunan perdesaan merupakan bagian dari pembangunan 
sosial ekonomi secara keseluruhan. Akses masyarakat terhadap sumber 
daya dipengaruhi oleh sistem ekonomi, sosial, dan politik yang ada. 
Pembangunan merupakan suatu sistem perubahan sosial yang saling 
berkaitan satu sama lain. Pembangunan merupakan suatu proses yang 
dihasilkan dari pemanduan berbagai elemen yaitu yang didasarkan pada 
sistem nilai yang ada, sumber daya alam maupun manusia, teknologi yang 
tersedia, dan berbagai bentuk organisasi sosial dan politik. Jika salah satu 
elemen berubah maka keseluruhan sistem  akan berubah pula.  
Konsep pemerintahan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam 
nash Al-Qur’an, yakni pada surat an-nisa ayat 59 :  
                        
                          
            
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah dan Rasul (nya), dan 
ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah 
(Al-Qur’an) dan Rasul Sunnahnya, jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
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 Bahwa pemerintahan Islam berdasarkan kepada tiga aturan 
penting yakni taat kepada Allah dan Rasulnya, taat yang memegang 
kekuasaan diantara umat dan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, 
jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa. 
Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu 
kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang 
bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban 
amanah. Sebagaimana kaidah Fiqh Siyasah menjelaskan persoalan terkait 
kebijakan dapat dinyatakan sebagai berikut: 
ْصَلَحةِ 
َ
 َتَصرَُّف ْاِِلَماِم َعَلى الرَِّعيَِّة َمنُ ْوٌط ِِبْ مل
“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 
kemaslahatan” 
Kaidah fiqih di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam 
kebijakannya harus berorientasi untuk kemaslahatan, kesejahteraan, 
keamanan rakyat, dan tidak mengikuti keinginan dan kepentingan dirinya, 
keluarganya atau kelompoknya. Melalui musyawarah perencanaan 
pembangunan yang melibatkan elemen masyarakat maka kebijakan 
pemimpin dalam pembangunan dapat membawa kemaslahatan bagi 
masyarakat sendiri. Sederhananya, pemimpin mengambil suatu kebijakan 
yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain sebagai 
sarana mencapai kemaslahatan atas kebijakan pemimpin, musyawarah 
perencanaan pembangunan juga menjadi sarana dalam hubungan antara 




Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya aktivitas menuntun, 
memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman 
kepada Allah SWT dengan mengerjakan perbuatan atau bertingkah laku 
yang diridhoi oleh Allah SWT. Kepemimpinan Islam tercermin 
sebagimana ajaran Islam dapat memberikan corak dan arah kepada 
pemimpin. Corak inilah yang membuat seorang pemimpin dalam 
menjalankan amanahnya mampu mengayomi dan melindungi martabat 
masyarakat  
Bentuk prinsip pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang 
merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercemin dalam prinsip-prinsip 
Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam alqur’an dan 
dijelaskan sunnah Nabawy, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, 
mu’amalah maupun sebagai macam hubungan. Oleh karena itu hukum 
yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang 
telah di tetapkan oleh Allah SWT. Kemudian pemerintahan yang dipimpin 
oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-
tugas kepemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat 
(moral dan fisik) serta sejahtera. 
Dalam pemerintahan Islam terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut: 
a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah  
b. Prinsip musyawarah 
c. Prinsip keadilan 
d. Prinsip persamaan  
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e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia  
f. Prinsip pengadilan bebas (dialog Mu’adz dengan Rasulullah SAW 
ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman); 
g. Prinsip perdamaian  
h. Prinsip kesejahteraan  
i. Prinsip ketaatan rakyat  
 Konsep pembangunan dalam Fiqh Siyasah bersifat menyeluruh. 
Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan yang lebih mengarah pada 
pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam Fiqh Siyasah lebih 
dari itu. Bagi Fiqh Siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia 
seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan 
kemaslahatan umat. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam Fiqh 
Siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan 
masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. 
Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa 
terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan 
dalam pandangan Fiqh Siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang 
bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan 
pemikiran Filosofis dalam pendekatan Fiqh Siyasah terhadap 
pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai 
konsep pembangunan menurut Fiqh Siyasah, yaitu:  
a. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Alloh SWT). Ajaran ini merupakan 




b. Rububyyah (ketentuan-ketentuan Alloh tentangg rizki, rahmat dan 
petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). 
Ajaran ini merupakan ketentuan Alloh SWT. Mengenai alam semesta, 
pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk 
kesejahteraan dan kelestarian kehidupan manusia.  
c. Khilafah (fungsi manusia sebagai khlafah Alloh di muka bumi). Ajaran 
ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, naik sebagai individu 
maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khlafah itu. 
Di sini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-
konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat 
yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertangungjawab. 
d. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan 
kepundak para rasul Alloh adalah melakukan tazkiyah (penyucian) 
manusia dalam segala hubungan dan pergaulan dengan Allah, dengan 
manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan 
masyarakat serta bangsa dan Negaranya. 
Berdasarkan keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama 
pembangunan menurut Fiqh Siyasah mengarah pada kemakmuran dan 
kebahagiaan. Bukan saja di dunia, Namun juga di akhirat kelak. Tujuan ini 
menjadi penting, ditunjukan dengan adanya landasan khilafah pada satu 
pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. 
Keseimbangan inilah yang tampaknya ingin dikejar dan diwujudkan dalam 
konsep pembangunan yang bernafaskan Fiqh Siyasah. 
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Pembangunan yang bernafaskan Fiqh Siyasah, tidak lepas dari 
suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. 
Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi 
konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta 
menambahkan pengeluaran dijalan Allah. Dengan demikian sebenarnya 
sendi-sendi ekonomi islam adalah tauhid dan persoudaraan. 
Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai 
hamba Allah, juga sekaligus khalifatulloh fi ardh (wakil Allah di muka 
bumi) bertugas untuk memak murkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan 
baik dan sukses sangat bergantung pada jalan yang dipilihnya. 
Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan 
pada kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah 
didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan 
ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep tazkiyah 
mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal 
yang bersifat fisik melainkan nonfisik juga seperti pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat dan dikaitkan dengan aspek moral spiritual.  
Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan 
pada ukuran-ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral 
pelaku pembangunan. Kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat 
menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu Desa. Karena itu, 
pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu 
negara sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa 
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tersebut. Di sinilah letak-letak fungsi dan peran Negara, di mana 
pemerintah sebagai “manager dan pelayan‟.  
Pembangunan harus mampu memetakkan semua potensi SDM dan 
sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna 
menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam 
rentang waktu didunia dan akhirat. Artinya time line (skala waktu) 
pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia 
tanpa mengorbankan kehidupan akhirat pelaku pembangunan. Dalam 
perencanaan pembangunan desa tidak hanya memacu pembangunan fisik 
saja, maka akan tercabutnya nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang 
mana masyarakat perlunya pembangunan nonfisik agar masyarakat 
mendapatkan kemaslahatan dari perencanaan pembangunan desa tersebut 
seperti pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.  
 
B. Siyasah Dusturiyah 
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 
Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata 
Dusturi ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang 
yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam 
perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan 
anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah 
mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang 
pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, 
dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja 
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sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang 
tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga 
sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah 
undang-undang dasar suatu negara. 
Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas 
masalah perundang-undangan negara dalam hal ini membahas antara lain 
konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah 
lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana 
cara perumusan Undnag-Undang), lembaga demokrasi dan syara’ yang 
merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini 
juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal 




Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur 
sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undnag 
Dalam bahasa Indonesia. 
Permasalahan dalam Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara 
pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- 
kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam 
siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 
perundangan-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 
persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 
kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
29
 
                                                 
28
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstektualisasi........h. 177.  
 
29
 Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi.......h. 47.  
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Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-
undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota 
masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa 
membeda-bedakan. 
Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa kepemimpinan 
merupakan amanat khidmat, ini menunjukkan bahwa dalam fungsinya 
sebagai pemimpin, maka pemimpin di proyeksikan untuk menjadi pelayan 
bagi masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus bertanggung 
jawab terhadap kepemimpinannya yang memiliki kewajiban salah satunya  
yaitu berbuat adil.
30
 Sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa : 58 
                          
                            
Artinya : “ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan 
hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan 
adil, sungguh, Allah maha baik yang memebri pengajaran 
kepadamu.” (QS. An-Nina (4) : 58).   
 
Ayat di atas dapat di pahami bahwa salah satu kewajiban dari 
seorang pemimpin adalah melaksanakan hukum Allah dalam 
kepemimpinannya. Hal ini didasarkan pada ayat di atas bahwa tidak ada 
hukum yabg lebih tinggi dan paling sempurna melainkan hanya hukum 
Allah. Untuk itulah  seorang pemimpin haruslah beriman dan bertakwa 
kepada Allah SWT  
                                                 
30
 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqih Siyasah (Doktrin Pemikiran Politik 
Islam), (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 248 
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Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi 
seluruh manusia, maka negera mempunyai tugas-tugas penting untuk 
merealisasikan tujuan tersebut, ada tiga tugas utama dimainkan oleh 
negara, yaitu : 
a. Al-Sulthah al-Tasyri’iyyah (tugas menciptakan perundang-undangan 
yang sesuai dengan ajaran Islam). 
b. Al-Sulthah al-Tanfidziyyah ( berkaitan dengan kebijakan pemerintah 
yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintahan ini 
merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan objek 
tersebut dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran 
penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya 
agar sejahtera melalui undang-undang)  
c. Al-Sulthah al-Qadha’iyah (tugas mempertahankan hukum dan 
perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif).  
Jadi, inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah suatu 
aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga 
juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah 
perundang-undangan di suatu negara, baik sumber materil, sumber sejarah, 
sumber perundangan. Maupun sumber penafsirannya. Perumusan 
konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah 
negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan. 
Dengan demikian, materi dalam konstitusi ini sejelas dengan aspirasi dan 




a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut 
hak dan kewajibannya; 
b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;  
c. Kajian tentang bai’ah dari zaman ke zaman;  
d. Kajian tentang Waliyul Hadi; 
e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah;  
f. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidentil dan 
parlementer; 
g.  Kajian tentang pemilihan umum.  
Adapun Kaidah  fiqih siyasah tentang hak dapat dinyatakan sebagai 
berikut ialah: 
ُهْم َما َعَلْيَ   ا ََلُْم َمالََنا َو َعَلي ْ
“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap 
mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”  
 Kaidah di atas menjelaskan bahwa terdapat persamaan hak dan 
kewajiban diantara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral 
ukhuwah wathaniyah, walaupun berbeda jenis kelamin, warna kulit, 
bahasa, dan budaya serta kekayaannya. Berkenaan dengan kajian Siyâsah 
Dustûriyah terdapat prinsip persamaan (musawwah) di mana adanya 







KESIMPULAN DAN SARAN  
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan yang dilakukan di 
Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak secara 
sistematika perumusan dan pembuatan perencanaan sudah sesuai dengan 
aturan sistematika pelaksanaan pembangunan Desa dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan 
Desa, akan tetapi akan tetapi secara substansi perencanaan pembangunan 
di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak masih jauh 
dari harapan pelaksanaan pembangunan. 
2. Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa  Di 
Kampung Minas Timur pelaksanaannya sudah cukup baik, hanya saja ada 
beberapa hal yang harus dibenahi seperti pembangunan kerohanian, 
pembangunan moral yaitu pembinaan terhadap pemuda pemudi yang ada 
di kampung minas timur tersebut. Karena aspek dasar dari majunya suatu 
negara adalah bagusnya moral generasi muda. 
3.  Perencanaan Pembangunan dalam Persefektif Fiqih Siyasah meliputi 
prinsip dan tujuan pembangunan dalam Islam. Prinsip pembangunan 
dalam Islam terdiri dari tauhid, tazkiyah, mementingkan kemaslahatan 





pembangunan dalam Islam bertujuan untuk menghasilkan  sesuatu yang 
berguna,   meningkatkan kualitas kehidupan, serta mencapai pembangunan 
yang seimbang.    
 
B. Saran  
Adapun beberapa saran yang bersifat membangun dan konstruktif 
disampaikan kepada yang terkait sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya 
perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa agar 
lebih baik lagi dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan 
kemaslahatan agar berdampak baik terhadap masyarakat, serta 
pembangunan tersebut juga bukan hanya berorientasi kepada 
pembangunan fisik saja. Akan tetapi juga pembangunan moral, 
pembangunan kerohanian dan pembangunan-pembangunan lainnya.  
2. Pembangunan yang dilakukan harus bersinergi dan mampu saling 
menopang demi kemajuan desa, serta pembangunan tersebut merata 
kepada berbagai aspek masyarakat dan berdampak baik bagi kehidupan 
masyarakat dan desa.  
3. Peniliti juga berharap dengan hasil penelitian ini maka akan sedikit 
memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca untuk tetap 
melakukan penelitian terkait perencanaan pembangunan baik di desa, 
bahwa perencanaan pembangunan yang nantinya bisa dijadikan 
pertimbangan oleh pemerintah dalam melakukan perencanaan 
pembangunan yang bermanfaat dan berdampak baik kepada masyarakat 
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